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ABSTRAK

Prinsip mengenal nasabah merupakan prinsip yang telah diatur secara
tertulis dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tahun 2001
tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah jo. Peraturan Bank Indonesia
Nomor 3/23/PBI/2001 Tahun 2001 tentang tentang Perubahan Pertama atas
Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip
Mengenal Nasabah jo. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI1/2003 Tahun
2003 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor
3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Peraturan tersebut
ditujukan kepada lembaga keuangan bank. Namun sekarang ini tidak hanya
lembaga keuangan bank saja yang menerapkan prinsip mengenal nasabah.
Sebagai respon dari dominasi sosial dan ekonomi suatu kelompok tertentu dalam
masyarakat terhadap kelompok lain muncullah koperasi sebagai salah satu
lembaga keuangan. Koperasi yang masih terus mengembangkan eksistensinya
hingga saat ini adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari’ah
(KSPPS) BMT Beringharjo. KSPPS BMT Beringharjo sebagai lembaga perantara
keuangan yang menjalankan fungsi seperti halnya lembaga keuangan perbankan
pada umumnya, juga menerapkan prinsip mengenal nasabah. Maka dari itu
berdasarkan hal tersebut, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan
pokok masalah 1). Bagaimana penerapan prinsip mengenal nasabah di KSPPS
BMT Beringharjo. 2). Bagaimana perbandingan penerapan prinsip mengenal
nasabah di KSPPS BMT Beringharjo dengan peraturan Bank Indonesia tentang
prinsip mengenal nasabah.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan di BMT Beringharijo.
Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Pendekatan yang
digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan dalam
penelitian ini didapatkan melalui wawancara, observasi di BMT Beringharjo, dan
studi pustaka. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif. Sehingga akan
menghasilkan pemaparan yang deskriptif.

Hasil dari penelitian ini adalah pertama, BMT Beringharjo menerapkan
prinsip mengenal nasabah dengan kriteria 7C (Character, Collateral, Condition,
Capital, Capacity, Constrain, Cashflow) dan 5P (Person, Personality, Purpose,
Prospect, Payment). Jika terjadi pembiayaan bermasalah, prinsip mengenal
nasabah diterapkan lagi dalam prosedur 3R (Reschedulling, Restructuring,
Reconditioning). Selain itu BMT Beringharjo juga menjalankan Bina Mitra
(BINAR) untuk lebih mengetahui nasabahnya (anggota). Kedua, penerapan
prinsip mengenal nasabah di BMT Beringharjo memiliki persamaan dan
perbedaan dengan Peraturan Bank Indonesia tentang prinsip mengenal nasabah.
Persamaannya terletak pada penerapan unsur pokok prinsip mengenal nasabah.
Sedangkan perbedaannya terletak pada jabatan yang bertanggungjawab, prosedur
dan kebijakan manajemen resiko yang dikembangkan dan disesuaikan dengan
BMT Beringharjo.

Kata kunci  : Perjanjian, prinsip mengenal nasabah, manajemen resiko.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
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Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Nama Huruf Latin Keterangan

J Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
- ba’ b be

< ta’ t te

& sa’ $ es (dengan titik di atas)
d Jim J je

d ha’ h ha (dengan titik di bawah)
d kha’ kh ka dan ha

3 Dal d de

3 Zal z zet (dengan titik di atas)
J ra’ r er

J Zai z zet

o Sin S es

o Syin sy es dan ye
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b ta’ t te (dengan titik di bawah)
b 7a’ z zet (dengan titik di bawah)
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& Gain g ge

o fa’ f ef

it Qaf q qi

d Kaf k ka

J Lam I ‘el

a Mim m ‘em

O Nin n ‘en

3 Wawu w we

A ha’ h ha

s Hamzah ’ Apostrof

$ ya’ y Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

Bdxla

ditulis

muta’adiddah

"
e

ditulis

‘iddah

C. Ta’ Marbitah di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis h




A ditulis Hibah

EEREN ditulis Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke
dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila

dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah,

maka ditulis dengan h

RPN ERES ditulis Karamah al-auliya’

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan

dammabh, ditulis t atau h

Shll 318 ditulis Zakatul figri

D. Vokal Pendek

-:Zf:j:-——— dItU|IS A
fathah

FRS ditulis kasara

ditulis I
kasrah

QI _pas ditulis yadribu
-:jfj:-——— dItU|IS U
dammah
Ji ditulis su'’ila




E. Vokal Panjang

fathah + alif ditulis A
Llala ditulis Jahiliyah
fathah + ya’ mati ditulis A
(s ditulis Tansa
kasrah + ya’ mati ditulis I
a S ditulis karim
dammah + wawu mati ditulis U
Uas ditulis Furad
F. Vokal Rangkap
fathah + ya’ mati ditulis Ai
aSin ditulis Bainakum
fathah + wawu mati ditulis Au
Js ditulis Qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

apostrof
asill ditulis A’antum
e ditulis U'iddat
a3 S Al ditulis La’in syakartum




H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “T”

ol La

ditulis

Al-Qur’an

il

-

ditulis

Al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf | (el) nya.

o Landl) ditulis As-Sama’
el ditulis Asy-Syams
I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat
Ditulis menurut penulisannya.
a5l 53 ditulis Zawi al-furzd
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan pada dasarnya adalah suatu lembaga yang
menjalankan dua fungsi yaitu pertama, lembaga keuangan dapat melancarkan
pertukaran barang dan jasa dalam masyarakat melalui uang atau kredit. Kedua,
lembaga keuangan dapat menyalurkan dana masyarakat dalam bentuk tabungan ke
bagian lain dari masyarakat untuk pembiayaan investasi.! Lembaga keuangan
umumnya dibedakan menjadi dua jenis, yaitu lembaga keuangan bank dan
lembaga keuangan bukan bank. Perbedaan dari keduanya adalah lembaga
keuangan bank memiliki wewenang untuk menghimpun dana dari masyarakat
dalam bentuk simpanan. Sedangkan lembaga keuangan bukan bank tidak
memiliki wewenang untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk

simpanan.?

Lembaga keuangan bank dalam fungsinya dapat menghimpun dana dari
masyarakat dan menyalurkannya lagi ke masyarakat, terdiri dari dua bentuk, yaitu
bank umum dan bank perkreditan rakyat.® Sedangkan lembaga keuangan bukan

bank yang memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dengan

'Faried Wijaya M. dan Soetatwo Hadiwigeno, Lembaga-Lembaga Keuangan dan Bank:
Perkembangan, Teori, dan Kebijakan, cet. ke-2 (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1995), him. 4.

2Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, Hukum Perbankan, (Jakarta: Sinar Grafika,
2010), him. 39.

®Ibid.



mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya kembali ke masyarakat untuk
membiayai investasi perusahaan dapat dirincikan menjadi usaha perasuransian,

perum pegadaian, dana pensiun, pasar modal dan perusahaan penjaminan.*

Namun penggolongan dari lembaga keuangan tidak terbatas pada lembaga
keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank saja. Diluar penggolongan
tersebut, dalam masyarakat dikenal adanya lembaga kredit pedesaan formal dan
informal. Lembaga kredit pedesaan informal tumbuh sesuai dengan sifat
masyarakat dan kelembagaan pedesaan. Sedangkan lembaga kredit pedesaan
formal muncul untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Contohnya seperti

koperasi.®

Munculnya koperasi sebagai lembaga kredit formal merupakan sebuah
defensive reflex atau respon dari dominasi sosial dan ekonomi suatu kelompok
tertentu dalam masyarakat terhadap kelompok lain. Dominasi tersebut bahkan

sampai menjurus kepada eksploitasi ekonomi dalam masyarakat.®

Seiring dengan perkembangan zaman, koperasi terus mengembangkan
gerakannya. Koperasi yang pada awalnya merupakan sebuah gerakan spontan,

sekarang menjadi suatu sistem dengan definisi yang meluas.” Salah satu koperasi

*Ibid., hlm. 55-57.
SFaried Wijaya M. dan Soetatwo Hadiwigeno, Lembaga-Lembaga .... ., him. 409.

SHendrojogi, Koperasi: Asas-Asas, Teori, dan Praktik, cet. ke-9 (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2012), him. 6.

"Ibid., him. 20.



yang terus mengembangkan eksistensinya hingga sekarang adalah Koperasi

Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari’ah (KSPPS) BMT Beringharjo.

Koperasi sebagai suatu badan usaha yang pada awalnya hanya bergerak di
bidang produksi untuk menghasilkan barang dan/atau jasa, sekarang juga dapat
bergerak di bidang jasa keuangan. Lingkup kegiatannya meliputi penghimpunan
dana dan penyaluran dana masyarakat.® Kegiatan tersebutlah yang juga dilakukan
di KSPPS BMT Beringharjo. Kegiatan lembaga keuangan seputar penghimpunan
dana (simpanan) dan penyaluran dana (pinjaman) merupakan fasilitas yang

diberikan KSPPS BMT Beringharjo untuk para anggotanya.

Terdapat persamaan antara KSPPS BMT Beringharjo dengan lembaga
keuangan bank, yaitu dalam hal penyimpanan dan penyaluran dana masyarakat.
Kegiatan tersebut sesuai dengan karakteristik lembaga keuangan perbankan
sebagai salah satu financial intermediary, yaitu lembaga yang bekerja sebagai
perantara keuangan. Fungsi dari lembaga tersebut adalah menghimpun dana dari
pihak yang kelebihan dana dan menyalurkannya kepada pihak yang memerlukan
dana.® Pelaksanaannya diatur dengan hukum perbankan. Penerapan hukum

perbankan diketahui memiliki beberapa prinsip dasar yaitu:

1. Prinsip Kepercayaan (Fiduciary Principle)
2. Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle)

3. Prinsip Kerahasiaan (Confidential Principle)

8Burhanuddin, Koperasi Syari’ah dan Pengaturannya di Indomesia, cet. ke-2 (Malang:
UIN-Maliki Press, 2013), him. 131.

°Neni Sri Imaniyati, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, (Bandung: Refika Aditama,
2010), him. 14.



4. Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principle)®

Hal pokok pada kegiatan yang dilakukan oleh suatu lembaga perantara
keuangan adalah berkaitan dengan pihak kedua (nasabah). Maka dari itu dalam
prosesnya perlu diterapkan prinsip-prinsip hukum perbankan. Ketika nasabah
mengajukan permohonan kredit maka salah satu prinsip yang penting diterapkan
adalah prinsip mengenal nasabah. Prinsip ini merupakan prinsip yang digunakan
untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah, dan
pelaporan transaksi yang mencurigakan.' Karena jika prinsip ini tidak diterapkan,

akan memperbesar kemungkinan terjadi pembiayaan bermasalah.

KSPPS BMT Beringharjo sebagai salah satu lembaga perantara keuangan
sekaligus sebagai koperasi syari’ah tentu harus menjalankan kegiatannya dengan
prinsip syari’ah. Pelaksanaan kegiatan KSPPS BMT Beringharjo pun harus
terbebas dari riba. Riba dalam figh adalah tambahan atas modal, baik penambahan
itu sedikit ataupun banyak. Ada dua kategori riba, yaitu Riba Nasi’ah dan Riba
Fadhal. Riba Nasi’ah adalah penambahan bersyarat yang diperoleh orang yang
mengutangkan dari orang yang diberi utang karena ada suatu penangguhan.
Sedangkan Riba Fadhal adalah salah satu jenis jual beli menggunakan uang

dengan uang, atau barang pangan dengan barang pangan, dan disertai tambahan.*?

©lbid., hlm. 16-17.
Hbid., him. 18.
12Dewi Nurul Musjtari dan Fadia Fitriyanti, Hukum Perbankan Syari’ah dan Takaful

(Dalam Teori dan Praktik), (Yogyakarta: Lab. Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,
2008), him. 26.



Pada dasarnya KSPPS BMT Beringharjo dengan lembaga perbankan
memiliki sistem kerja yang berbeda. Namun prakteknya, kedua lembaga keuangan
ini melaksanakan kegiatan dan prinsip yang sama. Kegiatan tersebut adalah
seputar simpanan dan pinjaman. Salah satu prinsip hukum perbankan yang
diterapkan dalam kegiatan tersebut adalah prinsip mengenal nasabah. Prinsip ini
diatur dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tahun 2001
tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah®® yang telah mengalami perubahan
sebanyak dua kali, yaitu dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI1/2001
Tahun 2001 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI1/2003 Tahun 2003.

Peraturan Bank Indonesia tentang penerapan prinsip mengenal nasabah
tersebut diperuntukkan bagi lembaga keuangan bank. Sedangkan KSPPS BMT
Beringharjo bukan sebuah lembaga keuangan bank. BMT Beringharjo merupakan
lembaga keuangan berbadan hukum koperasi yang dijalankan dengan
menggunakan prinsip syari’ah. Hal tersebut cenderung dapat menimbulkan
kebingungan, mengingat Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari’ah
(KSPPS) BMT Beringharjo juga menerapkan prinsip mengenal nasabah
khususnya kepada nasabah (anggota) produktif guna mencegah adanya resiko
yang akan muncul. Berdasarkan hal tersebut penyusun merasa perlu untuk
melakukan penelitian karya ilmiah mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah
yang berfokus pada nasabah (anggota) produktif dengan judul “Penerapan Prinsip
Mengenal Nasabah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari’ah

(KSPPS) BMT Beringharjo”.

3Neni Sri Imaniyati, Pengantar ..., him. 18.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan dalam latar belakang tersebut di atas,
maka dapat dirumuskan pokok masalah yang akan dibahas dalam karya ilmiah ini

adalah sebagai berikut:

A. Bagaimanakah prinsip mengenal nasabah yang diterapkan di KSPPS BMT
Beringharjo?

B. Bagaimanakah perbandingan antara prinsip mengenal nasabah yang
diterapkan di KSPPS BMT Beringharjo dengan Peraturan Bank Indonesia

tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berkaitan dengan latar belakang serta batasan masalah yang akan menjadi
acuan penelitian karya ilmiah ini, tujuan dilakukannya penelitian mengenai

pelaksanaan prinsip mengenal nasabah di KSPPS BMT Beringharjo adalah:

1. Tujuan Teoritis
a. Untuk menjelaskan pelaksanaan prinsip mengenal nasabah di KSPPS
BMT Beringharjo.
b. Untuk menjelaskan perbandingan penerapan prinsip mengenal
nasabah di KSPPS BMT Beringharjo dengan Peraturan Bank

Indonesia tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.



2. Tujuan Praktis
Untuk memberikan tambahan literatur bagi akademisi pada khususnya serta
masyarakat pada umumnya mengenai penerapan prinsip hukum perbankan,

Khususnya penerapan prinsip mengenal nasabah di koperasi syari’ah.

Berdasarkan tujuan tersebut, manfaat yang ingin diberikan oleh penyusun

dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian
selanjutnya. Sehingga dapat menambah data dan analisis yang mendukung

pemikiran dari peneliti atau akademisi.

2. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan bagi masyarakat
mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah di Koperasi Simpan Pinjam dan

Pembiayaan Syari’ah (KSPPS) BMT Beringharjo.

D. Telaah Pustaka

Mengingat bahwa tidak boleh ada praktek plagiarisme dalam penyusunan
suatu karya ilmiah maka penyusun akan memaparkan beberapa karya ilmiah yang
dapat membuktikan bahwa karya ilmiah dengan materi pembahasan penerapan
prinsip mengenal nasabah di KSPPS BMT Beringharjo ini adalah karya ilmiah

yang tidak memiliki persamaan dengan karya ilmiah lain.



Karya ilmiah yang pertama adalah skripsi yang dihasilkan oleh Ahmad
Ubaidillah dengan judul, “Analisis Perkembangan Likuiditas dan Rentabilitas
pada BMT Beringharjo Yogyakarta Tahun 2005-2009”. Pokok pembahasan dalam
karya ilmiah ini adalah mengenai kondisi likuiditas dan rentabilitas di BMT
Beringharjo Yogyakarta. Penyusun dari karya ilmiah ini memberikan batasan
waktu yaitu dari tahun 2005 hingga 2009. Tujuan dilakukannya penelitian ini
adalah untuk menjelaskan kondisi likuiditas dan rentabilitas BMT Beringharjo
dalam kurun waktu 5 (lima) tahun tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa kondisi
likuiditas di BMT Beringharjo menunjukkan indikasi kurang baik atau dapat
dikatakan sangat tidak likuid. Sedangkan dalam hal rentabilitasnya, memang
menunjukkan keadaan yang kurang optimal, tapi kenaikannya dari tahun ke tahun
menunjukkan bahwa BMT Beringharjo memiliki kemampuan yang semakin naik
dalam perolehan laba.'* Penelitian tersebut memiliki perbedaan yang mendasar
dengan karya ilmiah ini. Skripsi karya Ahmad Ubaidillah mengambil pokok
pembahasan mengenai likuiditas dan rentabilitas. Sedangkan karya ilmiah ini

memiliki pokok pembahasan mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah.

Karya ilmiah yang menjadi perbandingan selanjutnya adalah karya Arini
Piawi Widyagami dengan judul, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan
Musyarakah BMT Beringharjo di Yogyakarta”. Penelitian ini mengambil pokok
masalah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan musyarakah di

BMT Beringharjo. Faktor-faktor tersebut adalah bagi hasil, modal dana, DPK, dan

“Ahmad Ubaidillah, “Analisis Perkembangan Likuiditas dan Rentabilitas pada BMT
Beringharjo Yogyakarta Tahun 2005-2009,” skripsi Fakultas syari’ah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga (2010).



bunga. Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan koefisien regresi bagi hasil
secara parsial tidak berpengaruh positif kepada pembiayaan musyarakah di BMT
Beringharjo. Berdasarkan koefisien regresi modal dana secara parsial berpengaruh
positif terhadap pembiayaan musyarakah di BMT Beringharjo. Sedangkan
berdasar koefisien regresi DPK dan bunga secara parsial tidak memiliki pengaruh
terhadap pembiayaan musyarakah di BMT Beringharjo.'® Penelitian mengenai
pembiayaan musyarakah ini juga memiliki perbedaan yang mendasar dengan

penelitian tentang penerapan prinsip mengenal nasabah.

Karya illmiah karya Pangondian Harahap dengan judul, “Analisis
Pengaruh Citra Lembaga, Kualitas Pelayanan dan Kedekatan Emosional terhadap
Loyalitas dengan Kepuasan sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus pada Mitra
Pembiayaan Produktif BMT Beringharjo)” juga memiliki perbedaan yang
mendasar, yaitu dalam hal pokok permasalahan penelitian. Karya ilmiah dengan
tujuan untuk mengetahui bagaimana dimensi citra lembaga, kualitas pelayanan
dan kedekatan emosional dengan dampak kepuasan sebagai moderasi dapat
mempengaruhi loyalitas mitra pembiayaan produktif BMT Beringharjo ini

menghasilkan kecenderungan yang baik.®

SArini Piawi Widyagami, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Musyarakah
BMT Beringharjo di Yogyakarta,” skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga (2011).

Pangodian Harahap, “Analisis Pengaruh Citra Lembaga, Kualitas Pelayanan dan
Kedekatan Emosional terhadap Loyalitas dengan Kepuasan sebagai Variabel Moderating (Studi
Kasus pada Mitra Pembiayaan Produktif BMT Beringharjo),” skripsi Fakultas Syari’ah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2013).
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Karya ilmiah oleh Siti Mariam dengan judul, “Pelaksanaan Perjanjian
Pembiayaan dengan Jaminan Hak Tanggungan di BMT Beringharjo” memiliki
hasil pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan jaminan hak tanggungan di BMT
Beringharjo belum dapat berjalan seperti yang diharapkan karena kurangnya
ketelitian BMT Beringharjo dalam menganalisis calon nasabah.'’ Penelitian ini
menyinggung masalah prinsip mengenal nasabah, tapi tidak dipaparkan

bagaimana penerapannya di BMT Beringharjo Yogyakarta.

Karya ilmiah karya Yulmia Nur Baitillah dengan judul, “Perbedaan
Kinerja Keuangan antara Mitra Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan ljarah
Muntahiya Bittamlik (IMBT), Studi Kasus pada BMT Beringharjo, Yogyakarta”
menghasilkan kesimpulan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada
rata-rata modal setelah melakukan kedua pembiayaan tersebut. Karena tidak

semua mitra menggunakan pembiayaan sesuai dengan akad awal.

Berdasarkan beberapa karya ilmiah tersebut di atas, terlihat bahwa
penelitian mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah di KSPPS BMT
Beringharjo belum pernah dilakukan. Penilitian sebelumnya mengambil batasan
masalah mengenai segi pembiayaan, keuangan, hingga psikologis dari BMT

Beringharjo.

17Siti Mariam, “Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Hak Tanggungan di
BMT Beringharjo,” skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
(2016).

Byulmia Nur Baitillah, “Perbedaan Kinerja Keuangan antara Mitra Pembiayaan
Musyarakah dan Pembiayaan ljarah Muntahiya Bittamlik (IMBT), Studi Kasus pada BMT
Beringharjo, Yogyakarta,” skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga (2011).
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E. Kerangka Teoretik

Setiap karya ilmiah memerlukan satu atau lebih teori untuk menjadi pisau
pembahasnya. Bagi suatu penelitian, teori adalah sebuah alat yang memiliki
beberapa kegunaan. Kegunaan tersebut salah satunya adalah untuk lebih
mempertajam apa yang menjadi pokok bahasan dalam suatu karya ilmiah. Teori
dapat menjadi alat yang digunakan untuk lebih mengkhususkan fakta yang hendak

diuji atau diteliti keberadaannya.'®

Adanya kebutuhan akan suatu teori dalam sebuah analisis tidak terlepas
dari karakter data yang menjadi sumber analisis tersebut. Sebagai contohnya
adalah data sosial. Data sosial merupakan data yang yang bersifat abstrak, tidak
kasat mata, dan dalam keberadaannya di masyarakat, setiap orang memiliki
intepretasi yang berbeda-beda. Maka diperlukanlah teori sebagai alat untuk
membuat suatu analisis yang sistematis yang bisa diikuti dan/atau diuji oleh orang
lain. Sehingga terbentuklah suatu proses spekulasi pemikiran akademik yang

dapat dinalar.?°

Maka dari itu dalam penelitian mengenai penerapan prinsip mengenal
nasabah di KSPPS BMT Beringharjo ini penyusun menggunakan beberapa teori

baik yang bersifat normatif-doktrinal maupun teori yang bersifat sosiologis-

19Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. ke-3 (Jakarta: Ul Press, 2010),
him. 121.

203ahian Utsman, Dasar-Dasar Sosiologi Hukum, cet. ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2010), him. 109.
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empiris. Penggunaan teori-teori dengan dua sifat yang berbeda tersebut tidak akan

menyimpang dari bidang studi yang ditekuni oleh penyusun.?:

Teori-teori tersebut nantinya akan saling berkaitan satu sama lain dalam
hal menganalisis pokok masalah yang menjadi batasan pembahasan dalam karya

ilmiah ini. Teori-teori yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. Teori Hukum Perbankan
Hukum perbankan adalah suatu hukum yang mengatur segala macam hal
mengenai perbankan. Ruang lingkup pengaturan hukum perbankan meliputi
pengaturan kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam pelaksanaan

kegiatan usaha perbankan.?

Pelaksanaan kegiatan lembaga perbankan harus sesuai dengan hukum
perbankan yang sudah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan.
Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah salah satunya Undang-
Undang Nomor 7 tahun 1992 jo. Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang
Perbankan.?® Selain peraturan perundang-undangan yang berhubungan langsung
dengan lembaga perbankan, terdapat peraturan lain di luar undang-undang seperti

Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) dan Peraturan Bank Indonesia (PBI). Surat

21pedoman Teknik Penyusunan Skripsi Mahasiswa, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah Press,
2009), him. 4.

227ainal Asikin, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, cet. ke-2 (Jakarta: Rajawali
Pers, 2016), him. 19.

ZBGatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis,
(Jakarta: Rineka Cipta, 2009), him. 45.
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edaran dan peraturan tersebut dapat dijadikan rujukan bagi lembaga perbankan

dalam melaksanakan praktik perbankan.?*

Setiap lembaga keuangan seperti lembaga perbankan dalam melaksanakan
kegiatannya harus memperhatikan prinsip yang berlaku dalam dunia perbankan.

Prinsip-prinsip tersebut diantaranya adalah:

e Prinsip Kepercayaan (Fiduciary Principle)

e Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle)

e Prinsip Kerahasiaan (Confidential Principle)

e Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principle)?®

Penerapan prinsip-prinsip tersebut juga ditegaskan dengan salah satu asas

hukum perbankan, yaitu Asas Hukum. Asas ini diterapkan dalam hal hubungan
bank dengan masyarakat (nasabah). Bank dalam melaksanakan kegiatannya yang
berhubungan dengan nasabah harus memperhatikan landasan hukum atau

peraturan yang berlaku. Baik peraturan tertulis atau tidak tertulis (kebiasaan).®

2. Teori Perjanjian
Teori ini berkaitan langsung dengan hubungan suatu lembaga keuangan
dengan nasabah. Hubungan hukum antara suatu lembaga keuangan dengan
nasabah didasarkan pada suatu kepercayaan yang diikatkan dalam perjanjian atau

kontrak. Biasanya pada suatu lembaga keuangan bentuk perjanjian yang akan

%4Zainal Asikin, Pengantar Hukum ... , him. 22,
ZNeni Sri Imaniyati, Pengantar ...., hlm. 16-17.

%6Gatot Supramono, Perbankan dan .... , him. 46.
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dibuat dengan nasabah sudah dibuat terlebih dahulu dalam bentuk kontrak
standar.?’

Perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.2® Dalam hal ini
perjanjian merupakan perbuatan yang nyata dilakukan antara 2 (dua) atau lebih

subjek hukum.

Berlakunya sebuah perjanjian tentu saja tidak akan terlepas dari adanya
syarat sah terbentuknya suatu perjanjian. Karena jika terdapat keadaan tidak
dipenuhinya syarat sah perjanjian maka perjanjian tersebut dapat batal demi

hukum.?® Untuk syarat sahnya perjanjian diperlukan empat syarat:

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,
Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
Suatu hal tertentu

Suatu sebab yang halal.*

oo oo

Pada kegiatan kredit atau pembiayaan yang dilakukan oleh suatu lembaga
keuangan, perjanjian yang terbentuk adalah perjanjian kredit. Karena kredit atau
pembiayaan memiliki hubungan yang erat dengan perjanjian. Mengingat kredit
atau pembiayaan yang diberikan kepada nasabah didasarkan atas perjanjian yang

telah disepakati bersama antara pihak lembaga keuangan dan nasabah.3!

2’Sentosa Sembiring, Hukum .... , him. 168-169.
2pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
29Gatot Supramono, Perbankan dan .... , him. 171.
%0pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

31Gatot Supramono, Perbankan dan ..., him. 172.
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Suatu lembaga keuangan memiliki perjanjian standar dalam pelaksanaan
kegiatannya yang berhubungan dengan nasabah. Perjanjian standar merupakan
perjanjian yang tertulis dan isinya telah ditentukan terlebih dulu oleh lembaga
keuangan sebagai kreditur. Sifat dari perjanjian ini adalah memaksa pihak nasabah
sebagai debitur untuk menyetujui. Perjanjian standar dapat dibagi menjadi dua
macam, yaitu perjanjian standar umum yang merupakan perjanjian standar yang
ditetapkan oleh kreditur, dan perjanjian standar khusus yang merupakan perjanjian
standar yang telah ditetapkan pemerintah. 32

3. Teori Manajemen Resiko

Resiko dalam suatu lembaga keuangan adalah suatu hal yang sangat
mungkin dapat terjadi. Namun jika suatu lembaga keuangan dapat mengelola
resiko tersebut dengan baik, maka kerugian yang akan diterima pun dapat
diminimalisasi.

Secara umum resiko adalah potensi kerugian akibat terjadi suatu peristiwa
tertentu. Sedangkan manajemen resiko adalah serangkaian metodologi dan
prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan
mengendalikan resiko yang timbul dari seluruh kegiatan lembaga keuangan. 3

Resiko yang dapat terjadi dalam suatu lembaga keuangan antara lain:

a. Resiko kredit . akibat kegagalan debitor dan/atau pihak lain
dalam memenuhi kewajiban.

b. Resiko pasar . resiko yang terjadi pada posisi neraca dan
rekening adminitratif.

c. Resiko likuiditas . akibat ketidakmampuan lembaga keuangan untuk

memenuhi kewajiban.

#1bid., him. 174.

33Sentosa Sembiring, Hukum ..., him. 56-57.
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d. Resiko operasional : akibat  ketidakcukupan  dan/atau  tidak
berfungsinya proses internal, kesalahan manusia,
kegagalan sistem, dan/atau kegagalan eksternal
yang mempengaruhi operasional bank.

e. Resiko kepatuhan : akibat lembaga keuangan tidak mematuhi
peraturan yang berlaku.

f. Resiko Hukum : akibat kelemahan hukum dan/atau aspek
yuridis.®*

Pelaksanaan manajemen resiko salah satunya dapat dengan diterapkan
prinsip mengenal nasabah dalam setiap perjanjian yang dilakukan antara lembaga
keuangan dengan nasabah. Penerapan prinsip mengenal nasabah dalam suatu
lembaga keuangan dapat meminimalisasi resiko yang dapat timbul seperti resiko

operasional, resiko hukum, concentration risk dan reputational risk.*®

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah ini akan
dilakukan langsung di KSPPS BMT Beringharjo. Maka dari itu ditinjau dari

tempatnya, penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research).3®

Berkaitan dengan penelitian mengenai penerapan prinsip mengenal

nasabah di KSPPS BMT Beringharjo ini, karena pokok masalah penelitian adalah

*1bid., him. 57.
*1bid., him. 172.

%6Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka
Cipta, 1991), him. 10.
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penerapan prinsip mengenal nasabah di KSPPS BMT Beringharjo maka

penelitiannya akan dilakukan di kantor pusat KSPPS BMT Beringharjo.
2. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis.
Penelitian deskriptif memiliki tujuan untuk menjelaskan secara tepat objek yang
diteliti. Penjelasan tersebut dapat mengenai individu, suatu keadaan, atau relasi

antar gejala yang terjadi.®’

Maka dari itu sesuai dengan tujuannya, dilakukannya penelitian ini adalah
untuk menjelaskan penerapan prinsip mengenal nasabah di KSPPS BMT
Beringharjo. Tindak lanjut dari penjelasan tersebut adalah peneliti akan
menganalisa perbandingannya dengan peraturan Bank Indonesia tentang

penerapan prinsip mengenal nasabah.
3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah cara atau metode yang digunakan oleh
peneliti dalam melakukan penelitian.®® Pendekatan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris

merupakan suatu metode penelitian hukum yang digunakan untuk menemukan

$7Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, cet. 2 (Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 2004), him. 25.

38Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian ... , him. 17.
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jawaban dari rumusan masalah dengan melihat atau meneliti data sekunder

terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan meneliti data primer di lapangan.®

Jadi dalam penelitian ini akan dilihat terlebih dulu penerapan prinsip
mengenal nasabah dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI1/2001 Tahun
2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah jo. Peraturan Bank Indonesia
Nomor 3/23/PBI/2001 Tahun 2001 tentang tentang Perubahan Pertama atas
Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip
Mengenal Nasabah jo. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI1/2003 Tahun
2003 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor
3/10/PBI1/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Kemudian
dilanjutkan dengan melihat penerapan prinsip mengenal nasabah di KSPPS BMT

Beringharijo.
4. Sumber Data

Secara umum biasanya di dalam penelitian dibedakan antara bahan yang
diperoleh secara langsung di lapangan dan bahan yang diperoleh dari kepustakaan.
Data yang diperoleh langsung dari lapangan disebut data primer atau data dasar.
Sedangkan yang diperoleh dari kepustakaan disebut data sekunder.*® Dalam
penelitian penerapan prinsip mengenal nasabah di KSPPS BMT Beringharjo ini

sumber-sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:

39Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan
Singkat, (Jakarta: Rajawali Pers, 1985), him. 52.

40Sperjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. ke-1 (Jakarta: Ul-Press, 1986),
him. 51.
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a. Data Primer
Data yang termasuk dalam sumber data primer ini adalah informasi yang
diperoleh langsung dari objek yang diteliti.** Maka dari itu dalam penelitian ini
data primer diperoleh dari pengamatan dan wawancara langsung dengan
narasumber yang berkompeten di KSPPS BMT Beringharjo Yogyakarta mengenai

penerapan prinsip mengenal nasabah.

b. Data sekunder
Data sekunder adalah data yang meliputi dokumen resmi, buku-buku, hasil
penelitian yang berwujud laporan, dan lain-lain.*? Penelitian ini mengambil data
sekunder yang dapat berasal dari buku-buku teks karena yang dimaksud adalah
buku teks yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar Ilmu Hukum dan pandangan

para sarjana hukum.*

Menurut kekuatan mengikatnya®*, data sekunder yang utama yang
digunakan dalam penelitian ini adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor
3/10/PBI1/2001 Tahun 2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang
telah mengalami perubahan sebanyak dua kali, yaitu dengan Peraturan Bank
Indonesia Nomor 3/23/PBI1/2001 Tahun 2001 dan Peraturan Bank Indonesia

Nomor 5/21/PBI1/2003 Tahun 2003.

“1bid., him. 12.
“21bid.

“43peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, cet. ke-6 (Jakarta: Kencana, 2010), him.
142.

44Soerjono Soekanto, Pengantar .... , him. 51-52.
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Selain itu untuk mendapatkan data sekunder, penelitian ini juga
menggunakan bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier adalah bahan yang
memberikan penjelasan tambahan dari data sekunder yang didapatkan.*
Bentuknya dapat berupa Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan

Ensiklopedia Hukum Islam.
5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data.
Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara dan observasi.
Pengumpulan data sekunder dan data tersier dengan studi pustaka. Teknik

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara
Wawancara sebagai salah satu teknik pengumpulan data dilakukan secara
sistematis dan tertata. Tujuannya adalah untuk mendapatkan data yang memiliki
nilai validitas dan reliabilitas berkaitan dengan masalah yang diteliti.
Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan narasumber yang
bersinggungan dengan penerapan prinsip mengenal nasabah di KSPPS BMT

Beringharijo.

b. Observasi
Teknik observasi sering disebut juga dengan pengamatan. Pengamatan

dalam suatu penelitian ilmiah harus memiliki validitas dan reliabilitas sehingga

“Ibid., him. 52.

46 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar ..., him. 82.
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hasil pengamatan akan sesuai dengan keadaan sebenarnya yang menjadi sasaran
peneliti.*” Pengamatan ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang tidak
diperoleh dari hasil wawancara. Dasar dari teknik pengumpulan data ini adalah
pengamatan langsung di lapangan yang menjadi objek penelitian. Tentu saja
observasi ini dilakukan secara legal dengan perizinan terlebih dahulu. Bentuk dari
teknik ini adalah pengamatan terhadap penerapan prinsip mengenal nasabah di

KSPPS BMT Beringharjo.

c. Studi Pustaka
Teknik studi pustaka dalam pengumpulan data pada suatu penelitian
merupakan sebuah langkah awal. Karena setiap penelitian hukum selalu berawal
dari premis normatif.*® Penelitian ini menggunakan studi pustaka guna
mendapatkan dalil-dalil atau teori yang menjadi acuan penelitian. Baik teori yang
berkaitan langsung dengan materi pemabahasan, yaitu mengenai prinsip mengenal
nasabah hingga teori yang mendukung diterapkannya prinsip mengenal nasabah

dalam suatu lembaga keuangan.
6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara kualitatif. Sehinga
pemaparan hasil penelitiannya akan bersifat deskriptif.*® Data yang terkumpul
dalam penelitian mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah di KSPPS BMT

Beringharjo ini akan diolah dengan penjelasan secara langsung mengenai masalah

“"bid., hlm. 72-73.

“81bid., hlm 68.
49Sperjono Soekanto, Pengantar .... , him. 68-69.
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yang diteliti. Penjelasan ini kemudian dianalisa perbandingannya dengan
peraturan yang mengatur mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah. Hasil
akhir dari penelitian ini adalah jawaban yang bersifat deskriptif dari rumusan

masalah.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan yang akan dilakukan untuk melihat penerapan prinsip
mengenal nasabah di KSPPS BMT Beringharjo Yogyakarta ini memiliki beberapa
tahapan. Susunan dari pembahasan ini memuat 5 (lima) bab yang saling berkaitan
satu sama lain. Penyusunannya dilakukan secara ilmiah dan sistematis, dan

memiliki rincian sebagai berikut:

Bab pertama adalah berupa pendahuluan. Tujuannya adalah sebagai
pengantar mengenai mengapa dan bagaimana penelitian ini dilakukan. Bab
pendahuluan ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kajian teoritik, metode penelitian,

dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan pemaparan teori-teori yang berkaitan dengan
prinsip mengenal nasabah, perjanjian dalam permohonan kredit, dan konsep figh
mengenai akad dan pembiayaan. Prinsip mengenal nasabah yang akan dijelaskan
dalam bab ini merupakan penjabaran dari peraturan Bank Indonesia tentang

prinsip mengenal nasabah.
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Bab ketiga, membahas mengenai keadaan di lapangan dari objek
penelitian. Sebelum masuk ke pemaparan keadaan objek penelitian, pada bab ini
dijelaskan lebih dulu mengenai sejarah kemunculan dan latar belakang baitul mal
wat tamwil. Sub bab selanjutnya memuat gambaran umum KSPPS BMT
Beringharjo. Gambaran umum ini meliputi sejarah pendirian serta visi dan misi
dari KSPPS BMT Beringharjo. Pada bab ini juga akan diberikan data
kelembagaan dari KSPPS BMT Beringharjo guna memperjelas narasumber dari
penelitian. Selain itu juga akan dijelaskan mengenai produk-produk dari KSPPS
BMT Beringharjo dan proses pengajuannya. Sub bab terakhir dari bab ketiga ini
adalah pemaparan mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah di KSPPS BMT

Beringharijo.

Bab keempat, merupakan analisis mengenai perbandingan penerapan
prinsip mengenal nasabah di KSPPS BMT Beringharjo dengan Peraturan Bank
Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tahun 2001 tentang Penerapan Prinsip
Mengenal Nasabah jo. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 Tahun
2001 tentang tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Bank Indonesia Nomor
3/10/PBI1/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah jo. Peraturan Bank
Indonesia Nomor 5/21/PBI1/2003 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip
Mengenal Nasabah. Analisis dalam bab ini akan dibagi menjadi tiga sub bab,
yaitu analisis menurut teori hukum perbankan, teori perjanjian, dan teori

manajemen resiko.
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Bab kelima, merupakan bab penutup. Dalam bab ini dipaparkan
kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang ada merupakan jawaban dari rumusan
masalah penelitian ini. Saran adalah pemikiran yang diusulkan oleh penyusun dari

penelitian yang telah dilakukan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan pembahasan mengenai penerapan prinsip

mengenal nasabah di KSPPS BMT Beringharjo pada bab-bab sebelumnya, maka

kesimpulan yang didapatkan adalah sebagai berikut:

1.

Penerapan prinsip mengenal nasabah di BMT Beringharjo dilakukan mulai
dari tahap calon anggota membuka rekening hingga jika anggota akan
mengajukan pembiayaan. Kriteria yang digunakan adalah dengan 7C
(character, collateral, condition, capital, capacity, constrain, cash flow) dan
5P (person, personality, puspose, prospect, payment). Kemudian jika terjadi
pembiayaan bermasalah, prinsip mengenal nasabah akan dilanjutkan pada
tahap penanganan pembiayaan bermasalah melalui 3R (reschedulling,
restructuring, reconditioning). Selain itu BMT Beringharjo juga melakukan
upaya lain untuk mengenali anggotanya dengan cara melakukan pembinaan
dalam Bina Mitra (BINAR).

Perbandingan penerapan prinsip mengenal nasabah di BMT Beringharjo
dengan Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Prinsip Mengenal

Nasabah dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. KSPPS BMT Beringharjo memiliki kewajiban untuk mengidentifikasi
nasabah (anggota) seperti yang tercantum dalam Peraturan Bl tentang

prinsip mengenal nasabah

79
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b. Peraturan BI tentang prinsip mengenal nasabah mengharuskan bank
untuk menerapkan kebijakan penerimaan nasabah. Kebijakan tersebut
juga diterapkan oleh KSPPS BMT Beringharjo sebagai aturan baku dan
harus diikuti oleh calon nasabah yang bersangkutan.

c. KSPPS BMT Beringharjo menerapkan kebijakan pemantauan transaksi
nasabah (anggota) seperti halnya yang diatur dalam Peraturan Bl tentang
prinsip mengenal nasabah. Pemantauan transaksi nasabah ini ditujukan
untuk melihat kesehatan keuangan anggota.

d. Jabatan yang bertanggungjawab dalam penerapan prinsip mengenal
nasabah di Peraturan Bl tentang prinsip mengenal nasabah, dipegang
olen direksi dan direksi bank dan pejabat bank tertentu yang
bertanggungjawab langsung pada Direktur Kepatuhan. Sedangkan di
BMT Berigharjo tidak ada jabatan khusus yang memegang
tanggungjawab penerapan prinsip mengenal nasabah. Setiap jabatan yang
ada yang berkaitan dengan nasabah (anggota) wajib melaksanakan
prinsip mengenal nasabah.

e. Prosedur dan kebijakan manajemen resiko yang diterapkan BMT
Beringharjo adalah pengawasan oleh semua pengurus, baik internal
maupun eksternal; pemisahan tugas; pelatihan karyawan; diadakannya
BINAR (Bina Mitra). Sedangkan prosedur yang ada di Peraturan BI
tentang prinsip mengenal nasabah adalah pengawasan oleh pengurus

Bank; pendelegasian wewenang; pemisahan tugas; sistem pengawasan



intern;

program pelatihan karyawan mengenai
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penerapan Prinsip

Mengenal Nasabah.

f. Jika diketahui ada transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan

nasabah (anggota), BMT Beringharjo tidak berhak melaporkannya

kepada PPATK. Sedangkan Peraturan Bl tentang prinsip mengenal

nasabah memberikan bank hak untuk melaporkan ke PPATK dalam batas

waktu tertentu.

Penerapan prinsip mengenal nasabah di KSPPS BMT Beringharjo memiliki

persamaan dan perbedaan dengan yang tercantum dalam Peraturan Bank

Indonesia tentang prinsip mengenal nasabah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat

pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Persamaan dan Perbedaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

Keterangan

Peraturan Bank Indonesia
KSPPS BMT Beringharjo | tentang Penerapan Prinsip
Mengenal Nasabah

Kewajiban
identifikasi
nasabah

Kedua lembaga keuangan ini menerapkan kewajiban
identifikasi nasabah/calon nasabah dengan pengisian
formulir. Baik saat nasabah akan membuka rekening atau
saat mengajukan pembiayaan.

Penerapan
kebijakan
penerimaan
nasabah

Kedua lembaga keuangan ini menerapkan Kkebijakan
penerimaan nasabah dalam bentuk pengumpulan dokumen
untuk mendukung informasi di formulir dan wawancara.

Pemantauan
Kegiatan
Transaksi

Kedua lembaga keuangan ini melaksanakan pemantauan
rekening nasabah. Baik rekening yang ada di lembaga
keuangan yang bersangkutan ataupun yang lain. Tujuannya
untuk melihat kesehatan keuangan nasabah dan
mengantisipasi transaksi keuangan mencurigakan.

Jabatan yang
Bertanggung

tidak dikhususkan pada | Direksi bank dan pejabat
jabatan tertentu.  Setiap | bank tertentu yang
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Peraturan Bank Indonesia

Keterangan KSPPS BMT Beringharjo | tentang Penerapan Prinsip
Mengenal Nasabah
Jawab jabatan yang berhubungan | bertanggungjawab langsung
langsung dengan anggota | pada Direktur Kepatuhan.
akan selalu menerapkan
prinsip mengenal nasabah.
Pengawasan oleh semua | pengawasan oleh pengurus
pengurus, baik internal | Bank; pendelegasian
Prosedur dan maupun eksternal; | wewenang; pemisahan
kebijakan pemisahan tugas; pelatihan | tugas; sistem pengawasan
Manajemen karyawan; diadakannya | intern; program pelatihan
Resiko BINAR (Bina Mitra) karyawan mengenai
penerapan Prinsip Mengenal
Nasabah.
BMT Beringharjo tidak | bank wajib untuk
berhak melaporkan kepada | melaporkan transaksi
Pelaporan
Transaksi PPATK. Namun berhak | keuangan yang
menolak transaksi tersebut. | mencurigakan kepada

Mencurigakan

PPATK dengan batas waktu
tertentu.

B. Saran

1. Kepada pemerintah

Prinsip mengenal nasabah sekarang ini tidak hanya diterapkan pada lembaga

keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Karena itu diharapkan

pemerintah dapat mengeluarkan peraturan mengenai penerapan prinsip mengenal

nasabah di lembaga keuangan pada umumnya khususnya koperasi. Karena

koperasi merupakan salah satu lembaga keuangan yang paling dekat dengan

masyarakat, jika terdapat bermacam kebijakan penerapan prinsip mengenal

nasabah yang diterapkan di tiap koperasi, besar kemungkinan akan menimbulkan
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kebingungan pada masyarakat. Maka dari itu pemerintah perlu untuk memberikan

satu acuan mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah di koperasi.

2. Kepada BMT Beringharjo
BMT Beringharjo diharapkan dapat mengeluarkan panduan khusus mengenai
penerapan prinsip mengenal nasabah di koperasi syari’ah. Mengingat prinsip
mengenal nasabah yang diterapkan BMT Beringharjo merupakan prinsip yang
berasal dari lembaga keuangan perbankan yang kemudian dikembangkan dan
disesuaikan dengan karakter BMT Beringharjo yang merupakan koperasi berbasis
syari’ah. Sehingga dapat dijadikan contoh juga bagi koperasi lainnya baik yang

berbasis syari’ah maupun konvesional.
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Menimbang :

Mengingat :

PERATURAN BANK INDONESIA

Nomor : 3/10/PBI1/2001

TENTANG

PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH

a

1

(KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES)

GUBERNUR BANK INDONESIA,

bahwa daam menjaankan kegiatan usaha, bank menghadapi
berbagai risiko usaha;

bahwa untuk mengurangi risko wusaha, bank wagib
menerapkan prinsip kehati-hatian;

bahwa sdah satu upaya melaksanakan prinsip kehati-hatian
adalah penerapan prinsip mengena nasabah;

bahwa berdasarkan hal tersebut diatas perlu diaur ketentuan
tentang penergpan prindp mengenal nasabah dalam suatu
Peraturan Bank Indonesig;

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran
Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3790);

2. Undang-undang ...
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2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENERAPAN
PRINSIP MENGENAL NASABAH (KNOW  YOUR
CUSTOMER PRINCIPLES).

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Y ang dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia ini dengan:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam  Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998;

2. Prindp Mengena Nasabah adalah prinsp yang diterapkan Bank untuk
mengetahui  identitas nasabah, memantau kegiatan transaks nasabah

termasuk pelaporan transaks yang mencurigakan;
3. Nasabah addah pihak yang menggunakan jasa Bank;

4. Usaha Kecil adalah usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud
dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
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Pasal 2

(1) Bank wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer

Principles).

(2) Dalam menerapkan Prinsp Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), Bank wajib:

a. menetapkan kebijakan penerimaan Nasabah;
b. menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi Nasabah;

c. menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan
transaks Nasabah;

d. menetapkan kebijakan dan prosedur mangemen risko yang berkaitan

dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Pasal 3

(1) Direks Bank wajib bertanggung jawab atas penergpan Prinsp Mengend
Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(2) Bank wajib membentuk unit kerja khusus dan atau menunjuk pegabat Bank
yang bertanggung jawab atas penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

(3) Unit kerja khusus dan atau pejabat Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2) wajib bertanggung jawab langsung kepada Direktur K epatuhan.

BABII ...
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BABII

KEBIJAKAN PENERIMAAN DAN IDENTIFIKAS NASABAH

Pasal 4

(1) Sebelum melakukan hubungan usaha dengan Nasabah, Bank wgib meminta
informasi mengenai:
a identitas calon Nasabah,
b. maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan calon Nasabah

dengan Bank;

c. informas lain yang memungkinkan Bank untuk dapat mengetahui profil
calon Nasabah; dan

d. identitas pihak lain, dalam ha calon Nasabah bertindak untuk dan atas
nama pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 6.

(2) ldentitas calon Nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dapat
dibuktikan dengan keberadaan dokumen-dokumen pendukung.

(3) Bank wajib meneliti kebenaran dokumen pendukung identitas calon Nasabah
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

(4) Bagi Bank yang telah menggunakan media eektronis dalam pelayanan jasa
perbankan wajib melakukan pertemuan dengan calon Nasabah sekurang-
kurangnya pada saat pembukaan rekening.

(5) Apabila diperlukan, Bank dapat melakukan wawancara dengan calon
Nasabah untuk meneliti dan meyakini keabsahan dan kebenaran dokumen
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
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Pasal 5
Dokumen pendukung sebagai mana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) bagi:
a  Nasabah perorangan sekurang-kurangnyaterdiri dari:
1) identitas Nasabah yang memuat:
d nama
b) aamat tinggal tetap;
C) tempat dan tanggal lahir;
d) kewarganegaraan,
2) keterangan mengenai pekerjaan;
3) spesimen tandatangan; dan
4) keterangan mengenai sumber dana dan tujuan penggunaan dang;
b. Nasabah perusahaan:
1) perusahaan yang tergolong Usaha K ecil, sekurang-kurangnyaterdiri dari:

a) akte pendirian/anggaran dasar bagi perusahaan yang bentuknya diatur
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b) izinusahaatauizinlainnyadari instans berwenang;

C) nama, spesmen tandatangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang
ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama

perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank;
d) keterangan sumber dana dan tujuan penggunaan danga;

2) perusahaan yang tidak tergolong Usaha Kecil, sekurang-kurangnya terdiri

dari:
a) akte ...



f)
9)

h)
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akte pendirian/anggaran dasar bagi perusahaan yang bentuknya diatur
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

izin usahaatau izin lainnya dari instans yang berwenang;

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Nasabah yang diwajibkan

untuk memiliki NPWP sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

laporan keuangan dari perusahaan atau deskrips kegiatan usaha

perusahaan;
struktur mangjemen perusahaan;
dokumen identitas pengurus yang berwenang mewakili perusahaan;

nama, spesmen tandatangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang
ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama

perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank;

keterangan sumber dana dan tujuan penggunaan dana.

Nasabah berupa lembaga pemerintah, lembaga internasional, dan perwakilan

negara asing sekurang-kurangnya berupa nama, spesimen tanda-tangan dan

Surat

penunjukan bagi pihak-pihak yang berwenang mewakili lembaga

dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank;

Nasabah berupa bank, terdiri dari dokumen-dokumen yang lazim dalam

melakukan hubungan transaksi antar bank, antaralain:

1) akte pendirian/anggaran dasar bank;

2) izinusahadari instans yang berwenang;

3) nama...
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(4)

-7-

3) nama, spesmen tandatangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang
ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama bank

daam melakukan hubungan usaha dengan Bank.

Pasal 6

Dalam hal calon Nasabah bertindak sebagal perantara dan atau kuasa pihak
lain (beneficial owner) untuk membuka rekening, Bank wajib memperoleh
dokumen pendukung identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasa 5 dan
hubungan hukum, penugasan, serta kewenangan bertindak sebagai

perantara dan atau kuasa pihak lain.

Daam ha caon Nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan
bank lain di dalam negeri maka verifikas atau konfirmas atas identitas

beneficial owner dilakukan oleh bank lain di dalam negeri tersebut.

Dalam ha calon Nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan
bank lain di luar negeri yang menerapkan Prinsp Mengenal Nasabah yang
sekurang-kurangnya setara dengan Peraturan Bank Indonesia ini, Bank
cukup menerima pernyataan tertulis bahwa identitas dari beneficial owner
telah diperoleh dan ditatausahakan oleh bank di luar negeri tersebut.

Dadam ha cadon Nasabah bukan merupakan pihak-pihak sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) dn ayat (3), Bank wajib memperoleh bukti atas
identitas dari beneficial owner, sumber dana dan tujuan penggunaan dana,
serta informas lainnya mengenai beneficial owner dari Nasabah, yang

antaralain berupa
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a bagi beneficial owner perorangan:
1) dokumen identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf &;
2) bukti pemberian kuasa kepada calon Nasabah;

3) pernyataan dari calon Nasabah bahwa telah dilakukan penelitian
terhadap kebenaran identitas maupun sumber dana dari beneficial

owner;
b. bagi beneficial owner perusahaan termasuk bank:
1) dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b atau huruf d;
2) dokumen identitas pengurus yang berwenang mewakili perusahaan;
3) dokumen identitas pemegang saham pengendali perusahaan,;

4) bukti pemberian kuasa kepada Nasabah termasuk untuk pembukaan
rekening;
5) pernyataan dari Nasabah bahwa telah dilakukan penelitian terhadap

kebenaran identitas maupun sumber dana dari beneficial owner.

(5) Daam hal Bank meragukan atau tidak dapat meyakini identitas beneficial
owner, Bank wajib menolak untuk melakukan hubungan usaha dengan
calon Nasabah.

Pasal 7

Bank dilarang melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah yang tidak
memenuhi ketentuan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6.
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BAB Il

PEMANTAUAN REKENING DAN TRANSAKS NASABAH
Pasal 8

(1) Bank wagib menatausahakan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima)
tahun sgjak Nasabah menutup rekening pada Bank.

(2) Bank waib meakukan pengkinian data daam hal terdapat perubahan
terhadap dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 atau
Pasal 6.

Pasal 9

Bank wajib memiliki sistem informas yang dapat mengidentifikas,
menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenal
karakteristik transaks yang dilakukan oleh Nasabah Bank.

Pasal 10

Bank wajib memelihara profil Nasabah yang sekurang-kurangnya meliputi

informasi mengenai:
a pekerjaan atau bidang usaha;
b. jumlah penghasilan;

c. rekening lain yang dimiliki;

o

aktivitas transaks normal; dan

o

tujuan pembukaan rekening.

BABIV ...
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BAB IV

MANAJEMEN RISIKO

Pasal 11

Kebijakan dan prosedur manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (2) huruf d sekurang-kurangnya mencakup:

a pengawasan oleh pengurus Bank (management oversight);

b.

C.

pendel egasian wewenang;
pemisahan tugas,
sistem pengawasan intern termasuk audit intern; dan

program pelatihan karyawan mengenal penerapan  Prindp  Mengenal
Nasabah.

Pasal 12

Bank wajib menunjuk petugas khusus yang bertanggung jawab untuk menangani

Nasabah yang dianggap mempunya risko tinggi termasuk penyelenggara

negara, dan atau transaksi-transaks yang dapat dikategorikan mencurigakan

(suspicious transactions) sebagaimana contoh dalam Lampiran 1.

BABYV ...
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BAB V
PELAPORAN
Pasal 13

Bank wajib melaksanakan Prinsp Mengena Nasabah dan menyampaikan
fotokopi kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasa 2 kepada
Bank Indonesia selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sgak diberlakukannya

Peraturan Bank Indonesiaini.

Pasal 14

(1) Bank wajib melaporkan kepada Bank Indonesia apabila terjadi transaks
yang mencurigakan (suspicious transactions) selambat-lambatnya 7 (tujuh)
hari kerja setelah diketahui oleh Bank, sesuai format pada Lampiran 2.

(2) Tindak lanjut atas lgporan yang disampaikan Bank sebagaimana dimaksud
daam ayat (1) berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pasal 15

(1) Penyampaian fotokopi kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 dialamatkan kepada :

a. Direktorat Pengawasan Bank yang terkait, Bank Indonesia, J. M.H.
Thamrin No.2 Jakarta 10110, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah
kerja Kantor Pusat Bank Indonesia;

b. Kantor ...
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(1)

(2)

3)
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b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar
wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia.

Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)
didamatkan kepada Unit Khusus Investigas Perbankan, Bank Indonesia, Jl.
M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10110.

BAB VI

PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH PADA KANTOR BANK
DI LUAR NEGERI BAGI BANK BERBADAN HUKUM INDONESIA

Pasal 16

Bagl kantor Bank berbadan hukum Indonesia yang berada di luar negeri,
berlaku Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sesuai dengan ketentuan di
negara tersebut sepanjang standar Prinsip Mengenal Nasabah di negara
tersebut sama atau lebih ketat dari yang diatur dalam Peraturan Bank

Indonesiaini.

Daam ha di negara tempat kedudukan kantor Bank sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) belum berlaku ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah atau
berlaku Prindp Mengena Nasabah namun dengan standar yang lebih
longgar dari yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini maka kantor
Bank dimaksud wagjib menerapkan Prinsp Mengena Nasabah sebagaimana

diatur dalam Peraturan Bank Indonesiaini.

Daam ha penerapan Pringp Mengenal Nasabah sebagaimana diatur dalam
Peraturan Bank Indonesia ini  mengakibatkan pelanggaran terhadap
ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negara tempat kedudukan
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kantor Bank berada maka pejabat kantor Bank di luar negeri tersebut wajib
menginformasikan kepada kantor pusat Bank dan Bank Indonesia bahwa
kantor Bank dimaksud tidak dapat menerapkan Prinsp Mengenal Nasabah

sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesiaini.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 17
(1) Ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini tidak berlaku bagi Nasabah
yang tidak mempunya rekening di Bank, sepanjang nilai transaks yang
dilakukan tidak melebihi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau nilai
yang setara dengan itu.
(2) Perubahan nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan
dalam Surat Edaran Bank Indonesia

BAB VIlI
SANKS
Pasal 18
(1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1)
dikenakan sanks administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat
(2) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998
berupa kewajiban membayar sebesar Rpl.000.000,00 (satu juta rupiah) per
hari keterlambatan dan setinggi-tingginya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta
rupiah).

(2) Pelanggaran ...



-14-

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), ayat
(2) dan ayat (3), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasa
12, Pasal 16 dan Pasa 19 dikenakan sanks administratif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, dan atau
huruf g Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Bagi Nasabah Bank yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Bank
Indonesia ini dan belum dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4, Pasa 5, dan Pasal 6 maka Bank wajib meminta dan melengkapi
dokumen-dokumen tersebut paling lambat 6 (enam) bulan sgak berlakunya

Peraturan Bank Indonesiaini.

BABX ...
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BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Bank Indonesiaini mulai berlaku sgjak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Padatanggal 18 Juni 2001

GUBERNUR BANK INDONESA

SYAHRIL SABIRIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 78

DPNP/UKIP/DHk/DASP
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA

Nomor : 3/10/PBI1/2001

TENTANG

PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH
(KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES)

l. UMUM

Dengan semakin  berkembangnya kegiatan usaha perbankan, bank
dihadapkan kepada berbagai risiko seperti risko operasional, risko hukum,

risiko terkonsentrasinya transaksi, dan risiko reputasi.

Ketidakcukupan  penergpan  Prindp  Mengenal  Nasabah  dapat
memperbesar risko yang dihadapi Bank dan dapat mengakibatkan kerugian
keuangan yang signifikan bagi bank baik dari sisi aktiva maupun pasiva bank.

Mengingat hal tersebut dan dengan memperhatikan rekomendas dari Basel
Committee on Banking Supervision dalam Core Principles for Effective Banking
Supervision bahwa penerapan Prinsip Mengena Nasabah merupakan faktor yang
penting dalam melindungi kesehatan bank, maka bank perlu menerapkan Prinsip
Mengenal Nasabah secaralebih efektif.

Disamping ...
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Disamping itu, sebagaimana dikemukakan oleh The Financial Action
Task Force on Money Laundering, Prinsip Mengenal Nasabah merupakan upaya
untuk mencegah industri perbankan digunakan sebaga sarana atau Sasaran
kgahatan, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh
pelaku kejahatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan mengingat bahwa Prinsip
Mengenal Nasabah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem
pengenddian risko Bank maka dipandang perlu untuk menetapkan peraturan

mengenai Prinsip Mengenal Nasabah di Indonesia

. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Avyat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf adan huruf b

Daam menetapkan kebijakan untuk penerimaan Nasabah,
Bank perlu menetapkan pula kebijakan untuk menolak
Nasabah yang dianggap tidak layak melakukan hubungan
usaha dengan Bank dan kriteria Nasabah biasa atau
Nasabah yang berisiko tinggi.

Daam ...



Pasal 3

Ayat (1)
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Dalam menetapkan kebijakan ini faktor-faktor seperti latar
belakang Nasabah, kewarganegaraan, kegiatan usaha,
jabatan, atau indikator faktor risiko lain harus menjadi

pertimbangan.

Huruf ¢

Pemantauan terhadap rekening dan transaks nasabah
merupakan bagian penting dari peaksanaan Prinsp
Mengenal Nasabah.

Untuk dapat melakukan pemantauan dan mengurangi risiko,
Bank harus mengetahui kegiatan dan karakteristik transaks
Nasabah.

Huruf d

Kebijakan dan prosedur mangemen risko antara lain
mencakup pengawasan oleh mangemen, pendelegasian
wewenang dan pemisahan tugas secara jelas, pengawasan
intern yang melakukan pemantauan secara reguler, serta

program pelatihan karyawan yang berkel anjutan.

Direksi Bank harus memberikan komitmen yang sungguh-sungguh
untuk melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah secara efektif.
Prinsp Mengenal Nasabah mempunya kaitan dalam upaya
melindungi  kelangsungan usaha Bank, mengingat pelaksanaan
Prinsip Mengena Nasabah:

a merupakan ...
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e. merupakan bagian dari mangemen risko Bank sebagai dasar
untuk  mengidentifikas, membatas, dan mengendalikan

eksposur risiko aktiva dan pasiva Bank;

f. membantu menjaga reputas Bank serta integritas dari sistem
perbankan dengan mengurangi kemungkinan Bank  untuk

dijadikan sarana atau sasaran kegjahatan keuangan (financial

crimes).

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Unit kerja khusus dalam ayat ini tidak merupakan bagian dari

satuan kerja manajemen risiko.
Pasal 4
Ayat (1)
Huruf a sampai dengan huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d

Dalam ha tidak diberikan identitas pihak lain maka
Nasabah bertindak untuk diri sendiri.

Ayat (2)

Bank cukup menatausahakan fotokopi dokumen yang dibuktikan
dengan penunjukan dokumen adli oleh Nasabah.

Avyat (3) ...
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Ayat (3)
Yang dimaksud dengan penelitian kebenaran dokumen pendukung
identitas Nasabah sekurang-kurangnya meliputi  pemeriksaan
seluruh dokumen yang berkaitan dengan identitas Nasabah untuk

memastikan dokumen tersebut secara nyata diyakini sesuai dengan

kondis Nasabah.
Ayat (4)

Penerapan Prinsip Mengena Nasabah mencakup Nasabah Bank
biasa (face-to-face customer) maupun Nasabah Bank tanpa
kehadiran fisik (hon-face-to-face customer) seperti Nasabah yang
melakukan transakss melalui  telepon, surat-menyurat, dan

el ectronic banking.

Pertemuan Bank dengan Nasabah dapat dilakukan melaui petugas
khusus atau pihak lain yang mewakili Bank untuk meyakinkan
Bank terhadap identitas Nasabah.

Ayat (5)

Cukup jelas.
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Pasal 5
Huruf a
Angkal)

Dokumen identitas Nasabah antara lain berupa Kartu Tanda
Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM) atau paspor
yang dilengkapi dengan informasi mengenal alamat tinggal

tetap apabila berbeda dengan yang tertera dalam dokumen.
Huruf @)
Cukup jelas.
Huruf b)
Cukup jelas.
Huruf ¢)
Cukup jelas.
Huruf d)
Cukup jelas.
Angka 2)

Keterangan mengena pekerjaan Nasabah memuat aamat
perusahaan tempat bekerja dan kegiatan usaha yang
dilakukan perusahaan.

Daam ha Nasabah tidak memiliki pekerjaan maka data
yang diperlukan adalah sumber pendapatan.

Angka3) ...
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Angka 3)
Cukup jelas.
Angka4)
Cukup jelas.
Huruf b
Daam pengertian perusahaan termasuk pula yayasan dan badan
sgjenislainnya.
Angka 1)
Huruf @)
Cukup jelas.
Huruf b)
Cukup jelas.
Huruf ¢)
Cukup jelas.
Huruf d)
Cukup jelas.
Angka?2)
Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b) ...
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Huruf b)

Cukup jelas.
Huruf c)

Bagi caon Nasabah yang wajib memiliki NPWP,
apabila pada saat menggukan permohonan untuk
menjadi Nasabah belum memiliki NPWP maka yang
bersangkutan  dapat menyampaikan  fotokopi
permohonan NPWP. Segera setelah Nasabah
memperoleh NPWP Bank wajib meminta NPWP
tersebut kepada Nasabah.

Bagi calon Nasabah yang tidak wajib memiliki
NPWP maka caon Nasabah waib membuat
pernyataan bahwa yang bersangkutan merupakan
pihak yang tidak wajib memiliki NPWP.

Huruf d)

Deskrips  kegiatan usaha perusahaan mencakup
informas mengenai bidang usaha, profil pelanggan,
alamat tempat kegiatan usaha dan nomor telepon

perusahaan.
Huruf €)

Cukup jelas.
Huruf f)

Cukup jelas.
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Huruf g)
Cukup jelas.
Huruf h)
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Angkal)

Cukup jelas.

Angka?2) ...
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Angka 2)

Di ddam surat kuasa dijelaskan pula hubungan

hukum.
Angka3)

Cukup jelas.

Huruf b

Angkal)

Cukup jelas.
Angka ?2)

Cukup jelas.
Angka3)

Cukup jelas.
Angka4)

Di dadam surat kuasa dijelaskan pula hubungan

hukum.
Angkab)
Cukup jelas.
Avyat (5)
Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8 ...
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Pasal 8
Ayat (1)

Dokumen-dokumen dalam ayat ini merupakan dokumen identitas
Nasabah yang tidak merupakan dokumen keuangan sebagaimana
diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang
Dokumen Perusahaan.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 9

Sistem informasi yang dimiliki harus dapat memungkinkan Bank untuk
menelusuri setiap transaks (ndividual transaction), apabila diperlukan,
baik untuk keperluan intern dan atau Bank Indonesia maupun dalam

kaitannya dengan kasus peradilan.

Hal-ha yang termasuk dalam penelusuran transaks antara lain adalah
penelusuran atas identitas Nasabah, identitas mitra transaksi Nasabah,
instrumen transaksi, tanggal transaksi, jumlah dan denominas transaks,

dan sumber dana yang digunakan untuk transaksi.

Termasuk dalam karakteristik Nasabah antara lain adalah karakteristik
transaks dan dofat transaks Nasabah yang bersangkutan serta dfat
hubungan Nasabah dengan Bank secaramenyeluruh.

Pasal 10

Cukup jelas.
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Pasal 11

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Termasuk pendelegasian  wewenang adalah penetapan  limit
wewenang untuk pegabat Bank ddam katannya dengan
mang emen rekening atau transaks Nasabah.

Huruf ¢
Termasuk pemisahan tugas adalah pemisahan fungs pelaksana
dengan fungs pemutus.

Huruf d
Peran pengawasan intern adalah untuk mengevaluas dan
memeastikan kepatuhan dan mengevaluas kebijakan dan prosedur
Prinsp Mengena Nasabah yang diterapkan. Fungs pengawasan
intern  memberikan penilaian independen atas pelaksanaan
kebijakan dan prosedur Bank termasuk pemenuhan terhadap
ketentuan umum dan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf e

Cukup jelas.
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Pasal 12

Yang dimaksud dengan penydenggara negara adalah penyelenggara
negara sebagamana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun
1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korups,
Kolus dan Nepotisme, yaitu pegabat negara yang menjalankan fungsi
eksekutif, legislatif, aau yudikatif, dan pgabat lain yang fungs dan tugas
pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pihak-pihak

yang terkait dengan penyelenggaranegara antaralain:
a perusahaan yang dimiliki dan atau dikelola penyelenggara negara;

b. keluarga penyelenggara negara yang terdiri dari saudara kandung,

anak, orang tua, istri atau suami, mertua dan menantu; dan
c. pihak-pihak yang secara umum dan diketahui publik mempunyal
hubungan yang dekat dengan penyelenggara negara.
Ketentuan dalam ayat ini juga termasuk penyelenggara negara asing yang
setingkat.
Yang dimaksud dengan transaks yang dapat dikategorikan mencurigakan
(suspicious transactions) adalah transaks yang tidak sesua dengan
karakteristik dan profil Nasabah. Dengan demikian faktor utama untuk

menentukan transaks yang mencurigakan adalah dengan mengetahui
kelaziman transaks yang dilakukan Nasabah.

Pasal 13

Cukup jelas.



Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Ketentuan dalam Pasd

bermaksud
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ini

membuka

berlaku bagi
rekening

Nasabah yang tidak

d Bank namun

menggunakan pelayanan jasa Bank seperti jasa transfer dan

pembelian travellers cheque.

Avyat (2) ...
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Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 18
Avyat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR
4107
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Lampiran 1

BEBERAPA CONTOH TRANSAKS YANG DAPAT DIKATEGORIKAN

SEBAGAI TRANSAKS YANG MENCURIGAKAN

. Transaks mencurigakan dengan menggunakan pola transaks tunai

(@)

(b)

(©)

(d)

(€)

(f)
(9)
(h)
(i)

(k)

Penyetoran tunai dalam jumlah besar yang tidak lazim oleh
perorangan atau perusahaan yang memiliki kegiatan usaha
tertentu dan penyetoran tersebut biasanya dilakukan dengan
menggunakan cek atau instrumen non-tunai lainnya;

Peningkatan penyetoran tunai yang sangat material pada rekening
perorangan atau perusahaan tanpa disertai penjelasan yang
memadai, khususnya apabila setoran tunai tersebut langsung
ditransfer ke tujuan yang tidak mempunyai hubungan atau
keterkaitan dengan perorangan atau per usahaan ter sebut;
Penyetoran tunai dengan menggunakan beberapa dip setoran
dalam jumlah kecil sehingga total penyetoran tunai tersebut
mempunyai jumlah sangat besar;

Penggunaan rekening perusahaan yang lazimnya dilakukan dengan
menggunakan cek atau instrumen non-tunai lainnya namun
dilakukan secaratunai;

Pembayaran atau penyetoran dalan bentuk tunai untuk
penyelesaian tagihan wesel, transfer atau instrumen pasar uang
lainnya;

Penukaran uang tunai berdenominasi kecil dalam jumlah besar
dengan uang tunai ber denominasi besar;

Penukaran uang tunai ke dalam mata uang asing dalam frekuens
yang tinggi;

Peningkatan kegiatan transaksi tunai dalam jumlah yang sangat
besar untuk ukuran suatu kantor Bank;

Penyetoran tunai yang didalamnya selalu ter dapat uang palsu;
Transfer dalam jumlah besar dari atau ke negara lain dengan
instruksi untuk dilakukan pembayaran tunai;

Penyetoran tunai dalam jumlah besar melalui rekening titipan
setelah jam kerja kas untuk menghindari hubungan langsung
dengan petugas Bank.
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2. Transaks mencurigakan dengan menggunakan rekening Bank

@
(b)

(c)

(d)

(€)

(f)

()

(h)

(i)

Pemeliharaan beberapa rekening das nama pihak lain yang tidak sesuai
dengan jenis kegiatan usaha nasabah;
Penyetoran tunai dalam jumlah kecil ke dalam beberapa rekening yang

dimiliki nasabah pada Bank sehingga total penyetoran tersebut
mempunyal jumlah sangat besar;

Penyetoran dan atau penarikan dalam jumlah besar dari rekening
perorangan atau perusahaan yang tidak sesua atau tidak terkait dengan
usaha nasabah;

Pemberian informasi yang sulit dibuktikan atau memerlukan biaya yang
sangat besar bagi Bank untuk melakukan pembuktian;

Pembayaran dari rekening nasabah yang dilakukan setelah adanya
penyetoran tunal kepada rekening dimaksud pada hari yang sama atau
hari sebelumnya;

Penarikan dalam jumlah besar dari rekening nasabah yang semula tidak
aktif atau dari rekening nasabah yang menerima setoran dalam jumlah
besar dari luar negeri;

Penggunaan petugas teller yang berbeda oleh nasabah yang secara
bersamaan untuk melakukan transaks tunai dalam jumlah besar atau
transaks mata uang asing;

Pihak yang mewakili perusahaan selalu menghindar untuk berhubungan
dengan petugas Bank;

Peningkatan yang besar atas penyetoran tunai atau negotiable
instruments oleh suatu perusahaan dengan menggunakan rekening klien
perusahaan, khususnya apabila penyetoran tersebut langsung ditransfer

di antararekening klien lainnya;
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(j) Penolakan oleh nasabah untuk menyediakan tambahan dokumen atau
informas  penting, yang apabila diberikan memungkinkan nasabah
menjadi layak untuk memperoleh fasilitas pemberian kredit atau jasa
perbankan lainnya;

(k) Penolakan nasabah terhadap fasilitas perbankan yang lazim diberikan,
seperti penolakan untuk diberikan tingkat bunga yang lebih tinggi
terhadap jumlah saldo tertentu;

(1) Penyetoran untuk untung rekening yang sama oleh banyak pihak tanpa

penjelasan yang memadai;

3. Transaks mencurigakan melalui transaksi yang berkaitan dengan
investasi

(&) Pembelian surat berharga untuk disimpan di Bank sebagai kustodian yang
seharusnya tidak layak apabila memperhatikan reputas atau
kemampuan finansia nasabah;

(b) Transaks pinjaman dengan jaminan dana yang diblokir (back-to-back
deposit/loan transactions) antara Bank dengan anak perusahaan,
perusahaan dfilias, atau institus perbankan di negara lain yang dikenal
sebagai negaratempat lal u-lintas perdagangan narkotika;

(c) Permintaan nasabah untuk jasa pengelolaan investas dengan sumber dana
Investas yang tidak jelas sumbernya atau tidak konsisten dengan
reputas atau kemampuan finansia nasabah;

(d) Transaks dengan pihak lawan (counterparty) yang tidak dikena atau
gifat, jumlah dan frekuens transaks yang tidak lazim;

(e) Investor yang diperkenalkan oleh bank di negara lain, perusahaan &filias,
atau investor lain dari negara yang diketahui umum sebagal tempat
produks atau perdagangan narkotika.

4. Transaks mencurigakan melalui aktivitas Bank di luar negeri
(& Pengenalan nasabah oleh kantor cabang di luar negeri, perusahaan
dfilias atau bank lain yang berada di negara yang diketahui sebagai
tempat produksi atau perdagangan narkotika;



(b)

(©)

(d)

(€)

(f)

()
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Penggunaan Letter of Credits (L/C) dan instrumen perdagangan
internasional  lain  untuk memindahkan dana antar negara dimana
transaks perdagangan tersebut tidak sgalan dengan kegiatan usaha
nasabah;

Penerimaan atau pengiriman transfer oleh nasabah dalam jumlah besar
ke atau dari negara yang diketahui merupakan negara yang terkait
dengan produksi, proses, dan atau pemasaran obat terlarang atau
kegiatan terorisme;

Penghimpunan saldo dalam jumlah besar yang tidak sesua dengan
karakteristik perputaran usaha nasabah yang kemudian ditransfer ke
negaralain;

Transfer secara elektronis oleh nasabah tanpa disertai penjelasan yang
memadai atau tidak dengan menggunakan rekening;

Permintaan travellers cheques, wesd daam mata uang asing, atau
negotiable instrument lainnya dengan frekuens tinggi;

Pembayaran dengan menggunakan travellers cheques atau wesdl dalam
mata uang asing khususnya yang diterbitkan oleh negara lain dengan

frekuensi tinggi.

5. Transaks mencurigakan yang melibatkan karyawan Bank dan atau

agen

(@) Peningkatan kekayaan karyawan dan agen Bank dalam jumlah besar

tanpa disertai penjelasan yang memadai;

(b) Hubungan transaks melalui agen yang tidak dilengkapi dengan informas

yang memadal mengenai penerimaakhir (ultimate beneficiary).

6. Transaks mencurigakan melalui transaksi pinjam meminjam



@
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(©)
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Pelunasan pinjaman bermasalah secaratidak terduga;

Permintaan fasilitas pinjaman dengan agunan yang asal usulnya dari
aset yang diagunkan tidak jelas atau tidak sesua dengan reputas dan
kemampuan finansia nasabah;

Permintaan nasabah kepada Bank untuk memberikan fasilitas
pembigyaan dimana pors dana sendiri Nasabah daam faslitas
dimaksud tidak jelas asa usulnya, khususnya apabila terkait dengan
properti.
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Lampiran 2
LAPORAN TRANSAKSI YANG DAPAT DIKATEGORIKAN SEBAGAI

TRANSAKSI YANG MENCURIGAKAN *)

NOMOR LAPORAN

NAMA BANK

KANTOR BANK (ALAMAT DAN NOMOR
TELEPON)

NAMA PEMEGANG REKENING

TANGGAL PEMBUKAAN REKENING

PEMBERI REFERENS

IDENTITASNASABAH **)

IDENTITAS BENEFICIAL OWNER ***)

ALAMAT PEMEGANG REKENING

RINCIAN  KETERANGAN  TENTANG
TRANSAKSI YANG DAPAT
DIKATEGORIKAN MENCURIGAKAN,
ANTARA LAIN PENJELASAN:

?? SUMBER DANA
?? PENGKREDITAN/PENDEBETAN

REKENING

?? JUMLAH

?? TANGGAL TRANSAKSI YANG
MENCURIGAKAN

?7? MATA UANG/VALUTA

INFORMASI RELEVAN LAINNYA

*) format laporan ini tidak mengurangi kemungkinan untuk Bank menambahkan informasi dan
data yang diperlukan
**) identitas nasabah disesuaikan dengan ketentuan Pasal 5

***)  identitas beneficial owner disesuaikan dengan ketentuan Pasal 6

Tanggd Laporan e




TandaTangan PgabatBank :..............cooiiinni.
Nama Pejabat Bank P



PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 3/23/PB1/2001

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR
3/10/PBI/2001 TENTANG PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH

Menimbang

Mengingat

(KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES)

GUBERNUR BANK INDONESIA,

a bahwa dalam rangka penerapan Peraturan Bank Indonesia

1.

tentang Prinsp Mengenal Nasabah secara lebih efektif,
dipandang perlu dilakukan penyempurnaan terhadap
ketentuan yang berlaku;

bahwa berdasarkan hal tersebut di atas perlu dilakukan
perubahan terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor
3/10/PB1/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengena
Nasabah (Know Your Customer Principles);

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran
Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3790);

2. Undang ...
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2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);

3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang
Penerapan Prinsp Mengenal Nasabah (Know Your
Customer Principles) (Lembaran Negara Tahun 2001
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4107);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESA
NOMOR 3/10/PBI/2001 TENTANG PENERAPAN PRINSIP
MENGENAL NASABAH (KNOW YOUR CUSTOMER
PRINCIPLES).

Pasal |
1. Judul Bab V diubah sehingga berbunyi sebagal berikut :
“BABV
PENERAPAN DAN PELAPORAN”

2. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
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“Pasal 13

Penerapan Prinsip Mengena Nasabah oleh Bank sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 dilakukan sebagai berikut :

a Menyusun kebijakan dan prosedur Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah
yang dituangkan dalam Pedoman Pelaksanaan Penergpan Prinsip
Mengena Nasabah dengan mengacu kepada Pedoman Standar Penerapan
Prinsp Mengenal Nasabah yang ditetapkan dalam Surat Edaran Bank

Indonesia;

b. Menetapkan dan menyampaikan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip
Mengena Nasabah kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 2 (dua)
bulan sgjak diberlakukannya Peraturan Bank Indonesiaini;

Cc. Setigp perubahan terhadap Pedoman Pelaksanaan Peneragpan Prinsip
Mengena Nasabah wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia selambat-
lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sgjak ditetapkannya perubahan tersebut;

d. Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengena Nasabah
sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Bank wajib menerapkan kebijakan
mengenal Nasabah bagi Nasabah baru sgak ditetapkannya pedoman
tersebut oleh Bank;

e. Menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Nasabah yang sudah ada,
termasuk pengkinian database Nasabah, selambat-lambatnya 6 (enam)
bulan sgjak diberlakukannya Peraturan Bank Indonesiaini;

f. Melaksanakan ...
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f. Meaksanakan program pelatihan kepada karyawan Bank mengena
penerapan Prinsp Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 huruf e, sdlambat-lambatnya 2 (dua) bulan sgak diberlakukannya

Peraturan Bank Indonesiaini;

0. Menerapkan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasa 9,
selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sgak diberlakukannya Peraturan

Bank Indonesiaini.”

3. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :
“Pasal 18

(1) Keterlambatan penyampaian pedoman sebagamana dimaksud dalam
Pasal 13 huruf b dan huruf ¢ serta laporan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (1) dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
daam Pasal 52 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1992
tentang Perbankan sebagamana tdah diubah dengan Undang-undang
Nomor 10 tahun 1998 berupa kewgiban membayar sebesar
Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan dan paling
banyak Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 ayat (1),
ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11,
Pasal 12, Pasal 13 huruf a, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, dan Pasal
16 dikenakan sanks administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52
ayat (2) huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, dan atau huruf g Undang-
undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998.”

4. Ketentuan ...



4. Ketentuan Pasal 19 dihapus.

Pasal 11

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sgjak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Padatanggal 13 Desember 2001

GUBERNUR BANK INDONESIA

Ttd

SYAHRIL SABIRIN



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 151

DPNP
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 3/23/PBI/2001
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR
3/10/PBI/2001 TENTANG PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH
(KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES)

PASAL DEMI PASAL
Pasa |
Angkal
Cukup jelas.
Angka?2
Pasal 13
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.



Huruf ¢

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e

Penergpan Prinsp Mengenal Nasabah bagi Nasabah yang
sudah ada, termasuk meminta dan melengkapi dokumen
dokumen Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal
5, dan Pasal 6.

Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Angka3
Cukup jelas.
Angka4
Cukup Jeas
Pasal I

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 4160

DPNP



R
PRRE?

R

STATE ISLAMIC UNIVERSITY

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA




PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 5/ 21 /PBI/2003
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 3/10/PBI/2001
TENTANG PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH
(KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES)

GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerapan Prinsip Mengenal
Nasabah secara lebih efektif, diperlukan penyempurnaan
terhadap ketentuan yang berlaku untuk menyesuaikan
dengan Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian
Uang dan standar internasional yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dipandang perlu
untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Bank
Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip
Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia

Nomor 3/23/PB1/2001;

Mengingat ...



Mengingat

Menetapkan :

-2-

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor
10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3790);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3843);

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak
Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4191) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4324);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK
INDONESIA NOMOR 3/10/PBI/2001 TENTANG
PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH (KNOW
YOUR CUSTOMER PRINCIPLES)).

Pasall ...
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Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor

3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your

Customer Principles) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank

Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1 ditambah dengan 3 (tiga) ketentuan baru, masing-

masing menjadi angka 5, angka 6 dan angka 7, sehingga keseluruhan Pasal 1

berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia ini dengan:

L.

Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah

diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan Bank untuk

mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah

termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank.

Usaha Kecil adalah usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud

dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah :

a. transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau
kebiasaan pola transaksi dari Nasabah yang bersangkutan;

b. transaksi keuangan oleh Nasabah yang patut diduga dilakukan dengan
tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan

yang wajib dilakukan oleh Bank sesuai dengan ketentuan dalam

Undang ...



-4-
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana
Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 25 Tahun 2003; atau
c. transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan
menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak
pidana.

6. Hasil Tindak Pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak
pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 15
Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003.

7. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya
disebut PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka
mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak
Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 25 Tahun 2003.”

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 7
(1) Bank wajib menolak untuk membuka rekening dan atau menolak

melaksanakan transaksi dengan calon Nasabah yang :

a. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,
Pasal 5 dan Pasal 6;

b. diketahui menggunakan identitas dan atau memberikan informasi
yang tidak benar;

c. berbentuk shell banks atau dengan Bank yang mengizinkan
rekeningnya digunakan oleh shell banks.

(2)Bank ...
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(2) Bank dapat menolak untuk melaksanakan transaksi dan atau mengakhiri
hubungan usaha dengan pihak-pihak yang telah menjadi Nasabah
(existing customers) dalam hal:

a. kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terpenuhi;
b. penggunaan rekening tidak sesuai dengan tujuan pembukaan

rekening.”

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 9
(1) Bank wajib memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi,
menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif
mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah Bank.
(2) Bank wajib melakukan pemantauan atas transaksi yang dilakukan oleh
Nasabah Bank, termasuk mengidentifikasi terjadinya Transaksi Keuangan

Mencurigakan.”

4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :
“Pasal 12
Bank wajib menunjuk petugas khusus yang bertanggung jawab untuk
menangani Nasabah yang dianggap mempunyai risiko tinggi, termasuk
penyelenggara negara, dan atau transaksi-transaksi yang dapat dikategorikan

sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan.”

5. Ketentuan ...
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5. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

(D

)

“Pasal 14

Bank wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan
kepada PPATK paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Bank
mengetahui adanya unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5.

Penyampaian laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan
yang berlaku.”

6. Pasal 17 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 17

Bank wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah terhadap Nasabah yang

tidak memiliki rekening di Bank dalam hal nilai transaksi yang dilakukan

melebihi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau nilai yang setara dengan

itu 2

7. Pasal 18 diubah dan ditambah dengan 1 (satu) ketentuan baru menjadi

ayat (1a), sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

(D

“Pasal 18
Bank yang terlambat menyampaikan pedoman sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 huruf b dan huruf ¢ serta laporan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 ayat (1) dikenakan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 7
Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 berupa kewajiban membayar

sebesar ...
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sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan dan
setinggi-tingginya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

(1a) Bank yang tidak menyampaikan pedoman sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 huruf b dan huruf c serta laporan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (1) dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 7
Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 berupa teguran tertulis dan
kewajiban membayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6, Pasal 7 ayat (1),
Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 huruf a, huruf d,
huruf e, huruf f dan huruf g, dan Pasal 16 dikenakan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf'e,
huruf f, dan atau huruf g Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10

Tahun 1998.”

8. Menambah ketentuan baru sesudah Pasal 19 menjadi Pasal 19A yang berbunyi
sebagai berikut:
“Pasal 19A
(1) Bank wajib menyesuaikan kebijakan dan prosedur penerapan Prinsip
Mengenal Nasabah yang telah ada dengan ketentuan dalam Peraturan Bank
Indonesia ini selambat-lambatnya 1 (satu ) bulan sejak mulai berlakunya

Peraturan Bank Indonesia ini.

(2) Perubahan ...
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(2) Perubahan kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
wajib disampaikan kepada Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf ¢.”

Pasal I1
Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal 18 Oktober 2003.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Oktober 2003

GUBERNUR BANK INDONESIA

Ttd.

BURHANUDDIN ABDULLAH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 111
DPNP



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 5/21/PB1/2003
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR
3/10/PBI/2001 TENTANG PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH
(KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLEYS)

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Angka 1
Cukup jelas
Angka 2
Pasal 7
Ayat (1)
Shell banks adalah bank yang tidak mempunyai
kehadiran secara fisik (physical presence) di negara
tempat bank tersebut didirikan dan memperoleh izin,
dan tidak berafiliasi dengan kelompok usaha jasa
keuangan yang menjadi subyek pengawasan

terkonsolidasi yang efektif.
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Yang dimaksud dengan kehadiran secara fisik
(physical presence) adalah adanya pengelolaan,

pengurus dan kantor bank di wilayah hukum bank

tersebut didirikan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Angka 3
Pasal 9
Ayat (1)

Sistem informasi yang dimiliki harus dapat
memungkinkan Bank untuk menelusuri setiap
transaksi (individual transaction) apabila diperlukan,
baik untuk keperluan intern dan atau Bank Indonesia,
maupun dalam kaitannya dengan kasus peradilan.
Hal-hal yang termasuk dalam penelusuran transaksi
antara lain adalah penelusuran atas identitas Nasabah,
instrumen transaksi, tanggal transaksi, serta jumlah
dan denominasi transaksi.
Termasuk dalam karakteristik Nasabah antara lain
adalah karakteristik transaksi dan sifat transaksi
Nasabah yang bersangkutan serta sifat hubungan
Nasabah dengan Bank secara menyeluruh.

Ayat (2)
Cukup jelas



Angka 4

Pasal 12

Angka 5

Yang dimaksud dengan penyelenggara negara adalah
penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme, yaitu pejabat negara yang
menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan
pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan
dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan
peraturan  perundang-undangan yang berlaku serta
pihak-pithak yang terkait dengan penyelenggara negara
antara lain:

a. perusahaan yang dimiliki dan atau  dikelola
penyelenggara negara;

b. keluarga penyelenggara negara yang terdiri dari saudara
kandung, anak, orang tua, istri atau suami, mertua dan
menantu; dan

c. pihak-pihak yang secara umum dan diketahui publik
mempunyai hubungan yang dekat dengan penyelenggara
negara.

Pengertian penyelenggara negara dalam Pasal ini termasuk

juga penyelenggara negara asing yang setingkat.

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat(2) ...



Ayat (2)
Yang dimaksud dengan ketentuan yang berlaku
adalah Undang-undang tentang Tindak Pidana
Pencucian Uang dan ketentuan PPATK.

Angka 6
Pasal 17
Cukup Jelas
Angka 7
Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (1a)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Angka 8
Pasal 19A
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal II
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4325
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